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TENTANG &

PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN TANA2H
DI DAERAH INDUSTRI PULAU REMPANG., PLLAU GALANG
: DAN PULAU PULAU LAIN DI SEKITARNYA.

MENTERYI AGRARTIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

_ﬁenbaca : Surat Ketua Otorita Pengembangan LCaerah
K Industri Pulau Batam Nomor 314/M,/BT/IX/92
tanggal 21 September 1992.

/S Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ke-
- tentuan dalam diktum KEENAM Isputusan
Presiden Nomor 28 tahun 1992, dipan-
dang pzsrlu untuk segera m2lakukan
pengaturan mengenai pengelolaan dan
pengurusan atas seluruh areal tanah di
Pulau Rempang, Pulau Galang daa Pulau-
pulau lain di sekitarnva sebagaimana
tergambar dalam lampiran Keputusan
Presiden nomor 28 tahun 1992 tersebut
di atas, dengan menetapkan }zsediaan
Pemerintah untuk memberikan Hak Penge-
lolaan Kepada Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batem serta
mengatur svarat-svarat dan Kketentuan-
ketentuan lebih laniut.

b. bahwa pembangunan di Daerah Industri
Pulau Rempang, Pulau Galanag dan Pulau-
pulau di sekitarnva seperti tersebut
di atas harus dilakukan berdasarkan
suatu Rencana [nduk vang telah disiap-
kan dan karenanya Rencana Irdux itu
dapat pula dipergunakan sebagai lan-
dasan dalam pengelolaan dan peagurusan
areal tanah di daerah tersebul..
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Undana-undana Ndmor 5 tahun 1260 (Lem-
baran Negara tahun 1960 Nomor 10¢4).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1961, Lembaran Negara Republi< Indone-
sia tahun 1961 Nomor 28.

&

3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun

1988.

4. Keputusan Presiden Nomor 28 tahun
1992.

-

5. Peraturan Menteri Agraria Nonosr 1 ta-
hun 1966.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
tahun 1977.

7. Peraturan Kepela Badan Pertanahan Na-
sional Nomor 2 tahun 1992.

M E M UT U S K A N

I'Menetapkan

Pertara : Menvatakan Xkesediaan/ untuk memberikan Hak
Pengelolaan kepada Otorita Pensembanaan
Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh
areal tanah vang terletak di Pulau Rempang,
Pulau Galang, dan Pulau-pulau lain di seki-
tarnya sebagaimana tergambar dalam Lamnpiran
Keputusan Presiden nomor 28 tatun 1992,
Kabupaten Kepulauan Riau Propirsi Riau,
dengan syarat-syarat sebagal berikut

a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi
vang timbul Kkarena pemberian Hek Penge-
lolaan tersebut menjadi tangging jawalk
sepenuhnva Penerima Hak.

b. Hak Pengelolaan tersebut akan diberikan
untuk selama tarnah dimaksud dipergunakan
untuk pasngembangan daerah :.ndustri,
pelabuhan, pariwisata, pemukimen, peter-
nakan, perikanan dan 1lain-lécain usaha
vang berkaitan dengan itu, <terhitung
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sejak didaftarkan kepada Kentor Per—a-
nahan setempat.

Apabila di atas areal tanah vang akan
diberikan deagan Hak Pengelolaan terse-
but masih terdapat tanah, tangunan dan
tanaman milik rakyat, pembayaran ganti
ruginva wajib diseles&iKan terlebih
danul 6I€H penerima hak, demikian pula
pemindahan” penduduk ke tempat pemukiman
baru, atas dasar musyawarah.

Dalam rangka kesediaan rembarian Hak
Pengelolaan tersebut tanal -tanah yang
telah bebas atau telah dibsbaskan cdari
hak~hak rakyat harus dibéri tanda-tzhda
batas sesuai dendan ketentuen sebagaima-
na dimaksud dalam Peraturan Menteri
Agraria Nomo: 8 tahun 1961 untuk kemu-
dian dilakukan pengukuran oleh Kantor
Pertanahan setempat.

Terhadap areecl tanah vang akan diberikan
dengan Hak Pengelolaan dan telah dilaku-
kKan pengukuran sebacgaimana dimaksud
dalam hurup "d" di atas., selingga telah
dapat diketahui luasnva dengan pasti,
akan diberikan dengan Kepu:iusen Kerpala
Badan Pertanzhan Nasional, secara herta-
hap (parsial), dan harus dicdaftarkan
pada Kantor Pertanahan setempat untuk
memperoleh tanda bukti berupa s=rtifikat
dengan membavar biaya pendaftaran menu-
rut Ketentuar vang berlaku.

Pener:ma Hak dalam menyerahkana bagian-
bagian dari Fak Pengelolaan kepada pihak
ke tiga diwajibkan untuk memenuii/tunduk
pada ketentuan-ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 taaun 1977.

Pemindahan hak atas tanah varg diberikan
dengan Keputusan Pemberian {ak Pengelo-
laan dimaksud huruf "e" kepada pihak
lain dalam bentuk apapun tijak diperbo-
lehkarn kecuali dengan izin <(epala Badan
Pertariahan Nasional.
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Ked 1a ) Keputusan ini dapat ditinjau kembali atau
dirubah seperlunya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau Kkete-
rangan yang tida< benar®.

Ditetapkan di : dJakar:a
Pada tanggal : 03 Juni 1993
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